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Abstrak

'milihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) merupakan perwujudan
i di Aras Lokal. Secara umum demokrasi prosedural di Indonesia berupa
legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala
n Wakil Kepala Daerah. Khusus pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
engalami perubahan tahapan prosesnya, dimana dari tidak serentak menjadi
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan untuk menjaga
di tingkat lokal dan juga mengelola jalannya pemerintah daerah. Dasar hukum
in  pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia
in Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang diamandemen manjadi
ndang Nomor 1 Tahun 2015. Selanjutnya Undang-Undang tersebut
nen kembali menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan
Bupati dan Walikota. Oleh sebab itu diperlukan peran serta masyarakat dalam
pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Riau.
'ngabdian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di Kecamatan
lilir Desa Koto Baru. Pemilihan Desa Koto Baru didasari bahwa Desa tersebut
1 salah satu Desa dengan karakteristik adat yang cukup kuat. Selain itu
it Desa ini meskipun dikategorikan maju tetapi belum sepenuhnya memahami
proses pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan mengawalnya pada
8. Peserta kegiatan pengabdian berjumlaj 35 orang. Peserta yang terlibat
1 berdomisili di Desa tersebut dengan memperhatikan pembagian yang
1al dari masing-masing Dusun, perwakilan dari setiap unsur dimasyarakat,
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PENDAHULUAN

xmilihan Umum Kepala Daerah merupakan perwujudan Demokrasi di
al. Secara umum demokrasi prosedural di Indonesia berupa pemilihan
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah
il Kepala Daerah. Khusus pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
nengalami perubahan tahapan prosesnya, dimana dari tidak serentak
serentak. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertujuan
enjaga demokrasi di tingkat lokal dan juga mengelola jalannya
\h daerah. Dasar hukum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan
pala Daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1g diamandemen manjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.
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ya Undang-Undang tersebut diamandemen kembali menjadi Undang-
Jomor 8 tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
ovinsi Riau pada Tahun 2018 ini akan terjadi sirkulasi elite berupa
1 Gubernur/Wakil Gubernur yang akan diselenggarakan pada tanggal 27
in 2018 bersamaan dengan Provinsi-Provinsi lain seperti Provinsi Jawa
wa Timur dan sebagainya. Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Provinsi Riau diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon yaitu ;

Syamsuar dan Edi Nasution

Lukman Edy dan Hardianto

Firdaus dan Rusli Efendi

Arsyadjuliandi Rachman dan Suyatno
stiap penyelenggaraan pemilihan umum, baik Nasional maupun daerah
g teguh dan menerapkan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum,
ngsung, umum, jujur, adil dan transaparan serta akuntabel. Oleh sebab
dukungan dan kerjasama dengan pelbagai pihak terutama masyarakat.
at berperan dalam bentuk partisipasi mengawal pemilihan Kepala
juna mewujudkan pemilhan umum yang demokratis. Setiap tahapan
nasyarakat berpatisipasi memantau penyelenggaraan mulai pendaftaran
ga penghitungan suara di setiap TPS maupun PPK.
pabila  masyarakat ~minim  berpartisipasi dalam  mengawal
ygaraan pemilihan umum, khususnya PILKADA berdampak pada
a kecurangan vyang terjadi sehingga konflik-konflik horizontal
Ika. Konflik yang muncul akan berakibat negatif pada daerah dan juga
Jnan daerah serta stabilitas politik di tingkat lokal.
:ngabdian ini bertujuan untuk membekali masyarakat dan tokoh
at mengenai penyelenggaraan pilkada serentak Kota Pekanbaru. Secara
giatan pekerjaan ini ditujukan untuk:

Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada kelompok

masyarakat mengenai landasan hukum dan peluang partisipasi dalam

pemilihan Kepala Daerah.

Membekali peserta dengan teknik pengawalan dalam tahapan pilkada
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METODE PELAKSANAAN
agiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pendidikan politik terkait
syarakat Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan
dalam mengawal Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Riau diselenggarakan melalui ceramah yang isinya berupa sosialisasi.
elain itu, juaga dilakukan metode diskusi guna memecahkan masalah-
empirik di lapangan dan sekaligus sebagai media untuk saling tukar

diantara narasumber dengan peserta dan di antara masing-masing

HASIL PEMBAHASAN

agiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 di ruang
n kantor Kepala Desa Koto Baru pada jam 09.00 WIB s/d selesai.
ini dihadiri 35 Orang perserta yang berasal dari unsur pemerintah
esa, perangkat Desa, BPD, LMD, RT/RW dan tokoh-tokoh masyarakat.

awalnya dibuka oleh pembawa acara/MC guna mengapresiasi
in peserta, selanjutnya kata sambutan oleh Ketua Jurusan Illmu
ihan FISIP UR yaitu Bapak Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si yang
an tujuan dan gambaran kegiatan pengabdian dan kemudian pelatihan
cara resmi oleh Bapak Kepala Desa Koto Baru.
agiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) hari dimana pemberian materi
akan metode ceramah, brainstorming dan tanya jawab. Materi
<an oleh Dra. Hj. Wan Asrida, M.Si dan Drs. Raja Muhammad Amin,
1. Hj. Wan Asrida, M.Si. menyampaikan perihal perspektif gender, yakni
in dalam politik baik keterlibatannya dalam proses maupun sebagai
litik. Perempuan merupakan interest group yang bisa menjadi pressure
utama dalam konteks politik kebijakan berbasis responsif gender. Drs.
rlammad Amin, M.Si menyampaikan materi partisipasi dan pendidikan
)esifik mengenai pemilu. Intisari dari materi ialah

1. Definisi mengenai pemilu

2. Tujuan pemilu
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Asas-asas pemilu

Parameter sukses penyelenggara pemilu

Kunci sukses penyelenggara pemilu

Kebijakan strategis sukses pemilu

Pertimbangan penyelenggaraan pilkada langsung
Tahapan krusial pilkada

© © N o 0o bk~ o

Pelaksanaan dan penyelewengan pilkada

10. Solusi

11. Partisipasi masyarakat; arti penting dan problem

12. Pendidikan politik; sosialisasi politik (term)

13. Strategi sosialisasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat
ovinsi Riau pada tahun 2018 dihadapkan dengan pelaksanaan Pemilihan

Riau dan Wakil Gubernur Riau. Pada Pemilihan Kepala Daerah ini
eh 4 pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur yakni nomor urut 1
msuar dan Edy Natar Nasution, pasangan nomor urut 2: Lukman Edy dan
), homor urut 3 yakni Firdaus dan Rusli Effendi, dan pasangan nomor
syadjuliandi Rachman dan Suyatno. maka disarankan agar pemilih untuk
serlandaskan rasionalitas dengan pertimbangan track record kinerja calon
dan Wakil Gubernur serta memilih dengan melihat terlebih dahulu visi,
3 program yang akan dilaksanakan oleh masing-masing calon.
lanjutnya merujuk kepada Peraturan KPU nomor 1 Tahun Tahun 2017
ahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Ibernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
18 pada pasal 4 dinyatakan bahwa tahapan pemilihan terdiri atas tahapan
dan tahapan penyelenggaraan. Kemudian pada pasal 5 dijelaskan bahwa

Jersiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas

a. perencanaan program dan anggaran;

b. penyusunan dan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (NPHD);

C. penyusunan dan pengesahan peraturan penyelenggaraan

Pemilihan;
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d. sosialisasi kepada masyarakat dan penyuluhan/bimbingan
teknis kepada KPU Provinsi/KIP  Aceh, KPU/KIP
Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS;

e. pembentukan PPK, PPS dan KPPS;

f. pendaftaran pemantau Pemilihan;

g. pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan

(DP4); dan

h. pemutakhiran data dan daftar pemilih.

Kemudian pada pasal 6 dinyatakan bahwa:

thapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
¢! ardiri atas program:

a. pencalonan, terdiri atas:

1. syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan; dan

2. pendaftaran Pasangan Calon;

b. sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

c. masa kampanye:

1. pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog,
penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan
alat peraga kampanye, dan/atau kegiatan lain;

2. debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon;

3. kampanye melalui media masa, cetak dan elektronik; dan

4. masa tenang dan pembersihan alat peraga kampanye;

d. laporan dan audit dana kampanye;

e. pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara;

f. pemungutan dan penghitungan suara;

g. rekapitulasi hasil penghitungan suara;

h. penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan
Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

I. sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);

J. penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah

Konstitusi;
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k. pengusulan pengesahan pengangkatan Pasangan Calon
terpilih; dan

. evaluasi dan pelaporan tahapan.

SIMPULAN

jpat disimpulkan kegiatan pengabdian dengan tema pendidikan politik
sipasi politik bisa dikatakan terlaksana secara baik. Mengingat format
an ini adalah sosialisasi tentunya penekanan terhadap pemahaman dari

1ik dalam memahami materi terkait.
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